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Proses Hukum GW

 Periksa Banggar Deprov!

PALU, MERCUSUAR- Peluang mantan Gubernur
Sulteng HB Paliudju diperiksa Tim Penyidik
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulteng pada penanganan
proses hukum dugaan penyimpangan pembangunan
Gedung Wanita (GW), harus pula memeriksa
pimpinan dan anggota Badan Anggaran (Banggar)
DPRD Provinsi (Deprov) tahun 2007-2009, untuk
memperjelas alur permasalahan, khususnya politik
anggaran.

“Kejati harus memeriksa semua terlibat dalam kasus ini. Jika penyidik
pihak yang diduga mengetahui dan  berkeinginan memeriksa mantan

gubernur, maka penyidik juga harus
memeriksa pimpinan dan anggota
Badan Anggaran (Banggar) Deprov
antara tahun 2007-2009, dimana
proyek itu berjalan dan dinilai
bermasalah,” kata Anggota DPRD
Sulteng, Baso, Selasa (25/10).
Menurutnya, proyek ini ber-
masakh sejak tahun 2007 ketikaada
perbedaan nomenklatur rehab
dengan pelaksanaan di lapangan
yang ternyata pembongkaran dan
bangunan baru. Anehnya, pada saat
bermasalah, tetap meluncur tiga kali
penganggaran. Sehingga, perlu

ditelusuri, siapa yang menyetujuinya
apakah Deprov secara kelembagaan
atau oknum tertentu secara per
seorangan.

Baso menantang penyidik Kejati
untuk membuka semua dan
memeriksa pihak-pihak yang diduga
terkait. “Semua perlu dipanggil,
dimintai keterangan,” tegas politisi
Partai Demokrat ini.

Sebelumnya, Aspidsus Kejati
Sulteng, Abul Rabunah menyatakan,
pemeriksaan terhadap mantan
Gubernur Sulteng HB Paliudju dalam
penanganan proses hokum GW

dimungkinkan, dan itu tergantung
hasil pemeriksaan dan keterangan
para saksi.

Usai melakukan pemeriksaan
terhadap Kepala Biro Perlengkapan
Umum (Perlum) Setdaprov Sulteng,
Kasman Lassa, Senin (24/10, Abul
Rabunah menegaskan pemeriksaan
terhadap mantan gubernur, me
nunggu perkembangan dari proses
pemeriksaan saksi ditahap penyi-
dikan yang sedang berlangsung.

“Pastinya semua pihak terkait
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dalam kasus ini akan diperiksa,” kata Abul
Rabunah.

RAGUKAN TIM AHLI
Ketua Komisi 1ll DPRD Provinsi (Deprov)
Sulteng, Nawawi S Kilat, meragukan legalitas tim
ahli dari Universitas Tadulako (Untad), dalam
menghitung volume pekerjaan proyek rehabilitasi
total Gedung Wanita (GW), yang menemukan
adanya kerugian keuangan negara.
Menurut sepengetahuannya, sebagai mantan
pemeriksa di Inspektorat, lembaga yang berhak
dan dapat dijadikan sebagai rekomendasi tentang

adanya kerugian keuangan negara/daerah adalah
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan
Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Terus dimana legalitasnya, kalau Kejati
menggunakan tim ahli dari Untad. Untuk
membantuk proses penghitungan volume
pekerjaan. Seharusnya rekomendasi BPK maupun
BPKP itu, yang dijadikan patokan, apakah ada
kerugian keuangan negara atau tidak,” kata
Nawawi S Kilat, dalam diskusi Asosiasi Pengusaha
Konstruksi (Aspekindo) Sulteng, yang bertajuk
aspek-aspek hukum pada proyek jasa konstruksi,
dengan mengangkat referensi studi kasus proyek

.....sambungan dari hal. 1

pembangunan GW Sulteng, di kampung nelayan,
Senin (24/10).

Senada dengan itu, Kuasa Direksi PT Trijaya
Putrapratama, Jauri Sakum, pun langsung
berpendapat selain legalitasnya dipertanyakan.
Cara perhitungan harga lumpsum dengan harga
satuan, pun dipertanyakan. Karena menurutnya,
dalam perhitungan oleh tim ahli, untuk volume
pekerjaan GW tahap Il menggunakan patokan
harga satuan, padahal dalam jenis kontrak yang
dipakai menggunakan kontrak lumpsum.
“Harusnya menggunakan harga lumpsum juga. Ini
juga patut dipertanyakan,” kesainya. TMuRY




